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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang !

Mengingat :

=18

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemberian
dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan
pemerinteahan di bidang kesekretariatan negara untuk
membantu Presiden dan Walkdl Presiden menyelenggarakan
pemerintahan  negara perlu  adanya panduan  untuk
memberikan arah dan sasaran yang jelas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menectapkan Peraturan Menteri
Sekretaris Negara tentang Rencana Strategis Kementerian
Sekretariat Negara Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

6. Peraturan . . .



Menetapkan :
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.Y,

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan  Penelaahan  Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga  [Renstra-KL) 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor B60);

7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia.

MEMUTLISKAN:

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2015-2019,

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun
2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian
Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung scjak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019,

Pasal 2

Rencana  Strategis  Kementerian  Sckretarat Negara
Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah
kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan
Kementerian Sekretariat Negara sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019,

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015-2019 dipergunakan scbagai pedoman bagi
satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara dalam rangka penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan
Penyelenggaraan Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

(2} Rencana . . .
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(2) Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri  Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2012
tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian
Sekretariat Negara Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 997

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN-SEKRETARIAT NEGARA RI
Pit. Sekretaris Kementerlan Sekretariat Negara,

Tauﬁk Sukasah

‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

BAB1
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1.Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah wujud pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta telah
disinergikan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019.

Renstra 2015-2019 berisikan kajian lingkungan yang memuat visi,
misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan
pembangunan. Renstra disusun untuk menjadi rujukan para pejabat
dan pegawai di Kementerian Sekretariat Negara dalam menjalankan
tugas dan fungsinya pada periode 2015-2019.

.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara
dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sekretariat
Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan
administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang
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kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara
menyelenggarakan fungsi:

:

dukungan teknis dan  administrasi = kerumahtanggaan,
keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;

. dukungan teknis dan administrasi Kkerumahtanggaan dan

keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan
negara;

dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan
tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada
Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil
Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

. dukungan tcknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin

prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-
undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan
Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi,
ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup
menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan
persetujuan kepada Seckretaris Kabinet atas permohonan  izin
prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
dan atas substansi rancangan peraturan perundang undangan;

dukungan  teknis, administrasi, dan  analisis dalam
penvelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non
struktural, lembaga  daerah, organisasi poliik, dan
penvelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan
pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau
Menteri;

dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam
pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara,
pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara
yang wewenang penctapannya berada pada Presiden;
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pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara,
organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di ingkungan
Kementerian Sekretariat Negara;

pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi
di bidang pETENCcanaan, keuangan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta
pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan
prasarana dan sarana untuk peabat negara tertentu, dan
dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Sckretariat Negara,

penvelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemenntah
Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan
administrasi perjalanan dinas luar negen,

. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Sekretariat Negara; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Presiden dan Wakil
Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretanat Negara
dilalukan melalui satuan organisasi vang terdin dari

e BT U

Sekretariat Kementerian;

Sekretariat Presiden;

Sekretariat Wakil Preziden;

Sekretariat Militer Presiden;

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

Depati Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasvarakatan;
Deputi Bidang Administrasi Aparatur; dan

Staf Ahli,

Tugas dari satuan organisasi Kementerian Sckretariat Negara tersebut
adalah sebagai berikut:

1.

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menvelenggarakan
koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan
teknis dan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk
pejabat negara tertentu, dukungan administrasi kepada Dokter
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Kepresidenan, dan koordinasi kerja sama teknik antara
pemerintah  Indonesia dengan Mitra Pembangunan dan
penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara juga diberikan tugas
secara  administratif mengkoordinasikan lembaga lain yang
anggarannya  secara  administratif  dikoordinasikan  oleh
Kementenan Sckretanat Negara.

Sekretariat  Presiden mempunyai  tugas menyelenggarakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan,
keprotokolan, pers dan media kepada Presiden.

Sekretariat Wakil Presiden mempunyal tugas menyelenggarakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan
dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
dalam membantu Presiden menyclenggarakan pemerintahan
negara.

Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden
dalam menyelenpggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal
pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional
Indonesia dan  Kepolisian Negara  Republik Indonesia,
penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang
wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga
termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala
Pemerintahan negara asing.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai
tugas  menyelenggarakan  pemberian  dukungan  teknis,
administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan
penyelesaian  rancangan peraturan  perundang-undangan,
penyviapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan
Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi,
remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi
pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan
kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin  prakarsa
peEnyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas
substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan kemasyarakatan
mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis,
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administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan
dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah,
Organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan
penyelenggaraan  hubungan masyarakal, serta penanganan
pengaduan masyarakat kepada Presiden, Walal Presiden dan/atau
Menteri.

Deputi  Bidang Administrasi  Aparatur mempunyai  tugas
menyelenggaraan pemberian dukungan teknis dan administrasi
serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun
pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan
Aparatur Sipil Negara vang wewenang penetapannya berada pada
Presiden, serta pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur
Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja
di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi
terhadap isu-isu sirategis kepada Menteri sesuai keahliannya.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Di lingkungan Kementerian Sckretariat Negara, sejak tahun 2009 telah
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU}. Sesuail dengan Peraturan
Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Seckretariat Negara, yvang telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, Seckretariat Dewan Pertimbangan
Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan yang secara rata-rata berada pada
kategori Sangat Baik, dengan rincian:

1.

Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan kepada
Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar,
dicapai 100%;

Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-

undangan dan penyelesalan peraturan perundang-undangan yang
dilaksanakan sesuai standar, dicapai 100%;

. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan

kemasyarakatan kepada Presiden wang dilaksanakan sesuail
standar, dicapai 117,16%;

Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI, dan Poeln
vang dilaksanakan sesuai standar, dicapai 100%;



MIENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-6 -

5. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda
jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar,
dicapai 100%;

6. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan /atau
Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar, dicapai
117,77%;

7. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama
teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar, dicapai
101,50%;

8. Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan
Wakil Presiden sesuai standar, dicapai 99,50%; dan

9. Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil
Presiden serta pengamanan VVIP sesuai standar, dicapai 107,67%.

.Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi
telah dicanangkan untuk mempercepat perubahan pada 4 bidang
prioritas kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan
sistem informasi manajemen, dengan 8 area perubahan sebagai
berikut:

Manajemen Perubahan;

Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi;

Penataan Tatalaksana;

Penataan Sistem Menajemen SDM Aparatur;

Penguatan Pengawasan;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

SR S0 a0 g

Berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) yang dilakukan pada tahun 2012, pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara memperoleh
nilai 94,99%. Perolehan nilai tersebut terdiri atas pencapaian masing-
masing unsur sebagai berikut:
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a. | Kepemimpinan 94
b. | Perencanaan Stratejik 94
c. | Sumber Daya Manusia Aparatur 96
d. | Kemitraan dan Sumber Daya _95 O
e. | Proses _ : 96

| f | Hasil pada Masyarakat/Pengguna Layanan B 94
g. | Hasil pad:C-I Sumber Daya Manusia Aparatur 95
h. | Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional, dan - |

Internasional
1. Hasil Kinerja Utama 96
Nilai Rata-rata Keménterian Sekretariat Negara 94,99

Kondisi obyektif birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara sebelum dilakukan reformasi, cenderung gemuk dengan
struktur yang vertikal (hirarkis), sehingga unit-unit organisasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya cenderung lamban dan
kurang efektif. Di samping itu, masih ada beberapa unit kerja yang
tugas dan fungsinya tumpang tindih (overlapping), sehingga di antara
unit-unit kerja yang bersangkutan sering terjadi duplikasi dalam
melaksanakan tugas atau menangani suatu permasalahan yang sama.

Di sisi lain, mekanisme dan metode kerja yang digunakan masih
didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung selama
ini, dengan cara manual dan kurang mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelaksanaan tugas
cenderung lambat, tidak terukur dan kurang transparan.

Penyusunan formasi pegawai juga belum didasarkan atas hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja, sehingga formasi pegawai
tidak mencerminkan kebutuhan nyata organisasi, baik dari segi
jumlah maupun kualifikasinya, dan sistem rekruitmen pegawai belum
sepenuhnya dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan.
Pengangkatan dalam jabatan belum didasarkan atas standar
kompetensi jabatan, sehingga ada beberapa pejabat yang kurang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi jabatannya.
Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur,
pendidikan dan pelatihan pegawai tidak didasarkan kompetensi
jabatan, serta pemberian penghargaan dan hukuman (reward and
punishment) kurang tegas dan belum seimbang. Hal lain sebelum
reformasi birokrasi, belum adanya sistem remunerasi yang layak dan
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adil, sehingga tidak mampu memotivasi pegawai untuk berprestasi
dan menjadi profesional, yang pada akhirnya mengakibatkan budaya
kerja pegawai yang kurang produktif dan berdisiplin rendah.

Tujuan utama reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara adalah untuk mewujudkan lembaga Kementerian
Sekretariat Negara yang dapat memberikan dukungan teknis dan
administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara secara cepat, tepat, akurat,
dan akuntabel. Adapun sasaran utamanya adalah (1) terwujudnya
struktur Kementerian Sekretariat Negara yang ramping dan responsif
terhadap perubahan; (2) terwujudnya mekanisme, prosedur,
hubungan, dan tata kerja serta standardisasi pelayanan efektif,
efisien, dan transparan; (3) terwujudnya sumber daya manusia yang
profesional, memiliki kompetensi, integritas, dan produktivitas yang
tinggi; dan (4) meningkatnya mutu layanan kepada Presiden dan Wakil
Presiden serta mendukung layanan kepada masyarakat luas melalui
transformasi budaya kerja berbasis teknologi komunikasi dan
informasi.

Dalam prakteknya, reformasi birokrasi menuntut pelayanan publik
yang baik, transparan, dan akuntabel; etika penyelenggaraan negara
yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta tata
administrasi pemerintahan yang tertib dan teratur. Reformasi
birokrasi juga menghendaki terbangunnya good governance
(penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik) yang
esensinya adalah pemerintahan yang mengikutsertakan semua lapisan
masyarakat dalam rancang bangun pembangunan, transparan, dan
bertanggung jawab, efektif dan adil, serta menjamin terlaksananya
supremasi hukum. Good governance juga harus dapat menjamin
bahwa prioritas di bidang politik, sosial, ekonomi, serta pertahanan
dan keamanan didasarkan pada konsensus  masyarakat,
memperhatikan kepentingan rakyat banyak, mendukung visi strategis
pemimpin, dan masyarakat yang mampu melihat jauh ke depan dari
suatu pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan
untuk semua (kelayakan sosial).

Di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, reformasi birokrasi
telah menerapkan beberapa kriteria good governance, antara lain
(1) competence, yakni penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan
dengan mengedepankan profesionalisme dan kompetensi birokrasi;
(2) transparancy, seluruh  fungsi  pemerintahan mengacu
pada prinsip keterbukaan; (3) accountability, penyelenggaraan



VIENTERISERRETARIS NEGARA
REPURLIK INIMINESIA

-

pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan; (4] participation,
penyelenggaraan  pemerintahan  harus  melibatkan  partisipasi
masvarakat: (5) rule of law, penyelenggaraan pemerintahan harus
didasarkan pada hukum dan perundang-undangan; dan
(6) social fustice, penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin
prinsip kesetaraan dan keadilan bagi rakyat.

Mengingat Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran yang
sangat strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi
serta  analisis  kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara, maka Kementerian Sekretariat
Negara perlu didukung oleh birokrasi yang bersih, efektif, efisien,
profesional, transparan, dan akuntabel.

Program reformasi birokrasi yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, secara
singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Bidang Kelembagaan

Reformasi  birokrasi di bidang kelembagaan dilanjutkan pada
tahun 2015 dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, dan Peraturan
Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Sckretariat Negara terdapat
perampingan organisasi dengan mengurangi 22 jabatan struktural
yang terdiri dua jabatan Eselon |, tiga jabatan Esclon II, 3 jabatan
Eselon III, dan 14 jabatan Eselon IV, Perampingan organisasi
tersebut  selain  ditujukan  untuk  mewujudkan  organisasi
Kementerian Sekretariat Negara vang lebih ramping, tepat fungsi,
dan tepat ukuran, juga dalam rangka menghindarkan terjadinya
duplikasi tugas dan fungsi lembaga-lembaga di lingkungan kantor
kepresidenan (Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
dan Kantor Stal Presiden).

b. Bidang Ketatalaksanaan

Reformasi birokrasi di hidang ketatalaksanaan dilaksanakan dengan
cara melakukan penyempurnaan dan penyusunan sistem dan
prosedur kerja serta standar pelayanan yang jelas, efeltif,
efisien, dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2014 telah

berhasil disusun dan  diterapkan 5 Pedoman, 28 Petunjuk
Pelakaanaan, 14 Peraturan Menteri diluar Pedoman dan Petunjuk
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Pelaksanaan, 496 Prosedur Tetap (SOP), dan 466 Standar
Pelayanan, serta 3 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar
Pelayanan dan 1 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan
Prosedur Kerja. Seluruh produk bidang ketatalaksanaan tersebut
telah diunggah dalam situs Kementerian Sekretariat Negara
(www.setneg.go.id).

. Bidang Sumber Daya Manusia
Reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dilaksanakan
dengan cara melakukan peningkatan kualitas manajemen
sumber daya manusia, melalui:

1. Program Penataan Sumber Daya Manusia yang dijabarkan lebih
lanjut melalui kegiatan penyelenggaraan analisis jabatan dan
analisis beban kerja, penyusunan peta jabatan, penyusunan
formasi berdasarkan peta jabatan, pengadaan calon pegawai
negeri sipil secara online, sehingga pelaksanaannya lebih objektif,
adil, transparan, dan akuntabel, dan penempatan/pengangkatan
pegawai dalam jabatan fungsional umum;

2. Program Pembinaan Karier dan Peningkatan Profesionalisme
Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan lebih lanjut melalui
kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural,
penyusunan standar  kompetensi  jabatan fungsional,
penyusunan kamus kompetensi jabatan, penerapan pendidikan
dan pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan, penerapan uji kompetensi
calon pejabat struktural, penerapan profiling kompetensi bagi
seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,
penyusunan pola karier pegawai, penyusunan pola diklat
pegawai, dan penyusunan sistem penilaian kinerja;

3. Program Penegakan Disiplin dan Pengembangan Budaya Kerja,
yang dijabarkan lebih lanjut melalui kegiatan penerapan
pencatatan kehadiran kerja pegawai dengan mesin pencatat
elektronik (hand key), pemberian penghargaan dan hukuman
(reward and punishment) yang seimbang, menyelenggarakan
pengajian bulanan, pengembangan pola pikir, sikap dan perilaku
produktif, serta penyusunan kode etik pegawai;

4. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, yang
dijabarkan lebih lanjut melalui kegiatan penyusunan dan



VIENTERI SEKRETARIS MNEGARA
REPURLIK INDONESIA

o

implementasi standar pelayanan di  bidang administrasi
kepegawaian;

A

Program Peningkatan Remunerasi, yang dijabarkan lebih lanjut
melalui  kegiatan evaluasi jabatan, yang menghasilkan
hobat jabatan, klasifikasi jabatan, dan nilai jabatan sebagai dasar
pemberian tunjangan kinerja.

d. Bidang Sistem Informasi Manajemen

Reformasi  birokrasi di bidang sistem informasi manajemen
dilaksanakan dengan cara mengembangkan sistem informasi
manajemen berbasis teknologi  informasi dan komunikasi
vang terintegrasi untuk menunjang proses ketatalaksanaan dan
mendukung kebutuhan data dan informasi yvang diperlukan oleh
Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka pengambilan keputusan
atau perumusan kebijakan, serta penyebarluasan informasi kepada
masgyarakat yang antara lain meliputi:

1. Sistem Informasi Dukungan Kebijakan, yang terdiri dari
Sistem Informasi Pembangunan Nasional ([SIPNAS|, Sistem
Informasi  Pelaporan (SIP), dan Sistem  Informasi
Perundang-undangan.

2. Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari Sistem Informasi
Sumber Daya Manusia (SIMSDM], Sistem Informasi Keuangan
(SIMKELU), dan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS].

3. Sistem Informasi Otomasi Perkantoran yang terdiri dari:
Perpustakaan Katalog Onling, Persuratan dan Disposisi,
Pencatatan Kehadiran Kerja Online, Word Processing dan
Spreadsheet, Administrasi Tanda Jasa/Kehormatan,
Surat Elektronik dan Intranet melalui e-mailiisetneg.go.ad.

4. Sistem Layanan Masyarakat Elektronik vang terdiri dari: Portal
indonesia.go.id, Portal presidenri.go.id, Portal setneg.go.id, dan
Layanan Informasi Sejarah dan Budaya dalam rangka
mendukung Program Wisata Istana Kepresidenan.

Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk dapat melaksanakan
peran vang semakin strategis dalam pemberian layanan teknis dan
administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
penvelenggaraan pemerintahan negara, Oleh karena itu, reformasi
birokrasi di lingkungan Kementerian Seckretariat Negara mengarah
pada lembaga birokrasi vang ramping dan responsif terhadap
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perubahan; sistem dan prosedur kerja serta standar peclayanan vang
jelas, efektif, efisien, dan terukur; sumber daya manusia yang
profesional, memiliki kompetensi, integritas, dan produkitivitas yang
tinggi; serta didukung oleh sistem informasi manajemen yvang andal
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kemunilkasi.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, dalam
rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet telah ditetapkan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang
sebapaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2014.

Sebagail tindak lanjut dari pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3
Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara, vang di dalamnya mengatur mengenai hari, jam
kerja, pclaksanaan tugas dan pencatatan kehadiran, pembayaran
tunjangan kinerja, pelanggaran dan sanksi, pengawasan, serta
ketentuan lain-lain.

Hasil-hasil (outcome] yang telah dihasilkan dari berbagai
pelaksanaan kegiatan program reformasi birokrasi di Kementerian
Sekretariat Negara:

1. Manajemen Perubahan:

a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian
Sekretariat Negara dalam melakukan reformasi birokrasi.

b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai
Kementerian Sekretariat Negara,

c) Menurunnya risiko kegagalan pelaksanaan refomnasi birokrasi
yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap
perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan:
a) Tidak adanya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan
Menten.
b Tidak adanya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan.
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c] Meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Menteri dan
peraturan perundang-undangan.,

Penataan dan Penguatan Organisasi:

al Tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi di antara satuan
organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara.

b) Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas
dan fungsi.

. Penataan Tata Laksana:

al Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di
Kementerian Sekretariat Negara.

b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Kementerian Sekretariat Negara,

c] Meningkatnya kinerja Kementerian Sckretariat Negara,

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur:

a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur.

b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
Aparatur.

¢) Meningkatnya disiplin, etika, dan perilaku pada pengguna
lavanan SDM Aparatur.

d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur.

¢) Meningkatnyva profesionalisme SDM Aparatur.

Penguatan Pengawasan:

a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan.

b) Meningkainya efektivitas pengelolaan keuangan.

¢) Mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPE.

d) Tidak adanya penvalahgunaan wewenang.

. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

a) Meningkatnya kinerja Kementerian Sekretariat Negara.
b) Meningkatnya akuntabilitas Kementerian Sekretariat Negara.
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8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

a) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada stakeholder utama
yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
(lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, dan tanpa
biaya).

c) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian
Sekretariat Negara terhadap para pemangku kepentingan:

Sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Quality
Assurance dan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB), pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat
Negara dalam 5 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan
capaian yang signifikan, memberikan manfaat, dan dampak positif
terhadap peningkatan kinerja Kementerian Sekretariat Negara dalam
rangka memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang
lebih efisien dan efektif kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta
peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan lainnya. Hal
tersebut ditandai dengan adanya penilaian atau apresiasi yang positif
dari lembaga/instansi terkait, antara lain:

1) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-
turut sejak tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 atas hasil
audit Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Atas opini WTP
tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mendapat penghargaan
dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan
capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan;

2) memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai
Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Instansi Pusat Tahun 2011;

3) memperoleh penghargaan dari ANRI sebagai Pengelola Arsip
Terbaik Instansi Pemerintah Tahun 2008, Unit Kearsipan Teladan
Il Tingkat Nasional Tahun 2011, serta penghargaan dalam
Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna
Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2013;
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4) berdasarkan Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) pada
Tahun 2012, vang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
terhadap Instansi Pusat, Kementerian Sekretariat Negara
memperoleh penghargaan:

a. Peringkat I untuk Kategori Program Inovasi Anti Korupst,
b. Posisi 10 besar untuk Kategori Upaya Pencegahan Terjadinya
Korupsi.

5) memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagni:
a. Badan Publik Pusat Terbaik [ untuk Kategori Informasi yang
Waiib Tersedia Sctiap Saat pada Tahun 2012;
b. Badan Publik Pusat Terbaik Il untuk Kategori Informasi yang
Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Tahun
2013,

6) memperoleh penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan
Pemerintah sebagai Juara Il Anugerah Media Humas 2012, untuk
Kategori Laporan Kerja Humas Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian/ Perguruan Tingg: Negeri;

7) berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Sekretariat Negara, vang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB,
dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, vakni pada tahun
2010 mendapat predikat CC, tahun 2011 dan 2012 berturut-turut
dengan predikat B, serta tahun 2013 mendapat predikat B+;

8) memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai
Juara Il Kategori Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara atas
kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2012, untuk
kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit Kuasa
Pengguna Barang lebih dari 10 satker sampai dengan 100 satker,

9] memperoleh penghargaan dan apresiasi yang tinggi dari
Kementerian Keuangan atas Capaian Kinerja e-Procurement
Kementerian Sekretariat Negara, berturut-turut untuk tahun
anggaran 2011, 2012, dan 2013, schingga berhasil melaksanakan
efisiensi anggaran sebesar:

a. Tahun 2011 : Rpll.147.849.621,00
b. Tahun 2012 : Rp32.035.737.190,75
c. Tahun 2013 : Rp70.634.123.213,04

5.Kinerja Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanasn Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
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Pemerintah, BPK menyatakan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian”
(ungualified opinion) terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Sekretariat Negara secara berturut-turut sejak tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014,

Dalam melaksanakan program-program yang terdapat di dalam
Rencana Strategis Tahun 2010-2014, Kementerian Sekretariat Negara
telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi
anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014 disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2010 s.d. 2014

Pagu (IHPA) ‘

1L.OOR 432 B47 | LOGR616,06G0 | 2081 087 B76 | 2,402, E14.722 | 2.350.385.456
|dalam rlnaan Rpj
Fealdi
T 1532, 160,821 | 1610497 | 1624055424 | L9946TE03Y | 2003211767
[dalam nbumn Rp|
Tu Realisasl HOL 28 B0.71 7&.04 TH.62 8323

6.Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Penilaian penerapan dan pengembangan akuntabilitas kinerja
di lingkungan HKementerian Sekretariat Negara terus mengalami
peningkatan dari predikat penilaian *CC" dengan penilaian scbesar
56,17 pada tahun 2009 menjadi predikat penilaian *“B" pada
tahun 2010 dengan penilaian sebesar 65,14, Pada tahun 2011, 2012,
dan 2013 Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan predikat
penilaian *B” dengan penilaian sebesar 71,93, 73,60, dan 73,98,

Potensi dan Permasalahan

Kementerian Sekretariat Nepara scbagal instansi pemerintah yang
bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang prima
kepada Presiden dan Wakil Presiden sering kali menghadapi masalah,
baik masalah internal maupun eksternal, schingega harus berupaya
memperbaiki diri dengan cara melakukan pencermatan terhadap
lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi dan
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lingkungan eksternal organisasi berupa peluang dan tantangan yang
nantinya akan dianalisis menjadi analisis lingkungan strategis.

Untuk melakukan analisis lingkungan tersebut, dilakukan dengan
menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi lingkungan
internal dan eksternal organisasi sehingga hasilnya dapat memberikan
informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Kegiatan analisis
SWOT dimulai dengan identifikasi dan pencermatan terhadap aspek
internal organisasi, baik aspek positif berupa kekuatan (Strengths)
organisasi maupun aspek negatif berupa kelemahan (Weaknesses)
organisasi. Selanjutnya dari eksternal organisasi dilakukan
identifikasi dan pencermatan terhadap peluang (Opportunities) dan
tantangan (Threats). Analisis SWOT di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kekuatan (Strengths)

a. Posisi dan Peran Strategis Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara selain mempunyai fungsi
pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden dan
Wakil Presiden, juga memiliki fungsi koordinasi dengan
kementerian dan lembaga-lembaga negara. Ke dalam fungsi
pelayanan bisa dimasukkan antara lain kegiatan penyelenggaraan
teknis Sekretariat Presiden dan Wakil Presiden, protokoler, serta
pengamanan Presiden dan keluarganya; sedangkan ke dalam
fungsi-fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga
negara antara lain termasuk koordinasi penyelesaian rancangan
peraturan perundang-undangan, pelayanan koordinasi
pemerintahan, serta dukungan penyiapan naskah-naskah Presiden
dan Wakil Presiden, baik dalam bentuk surat, perjanjian, naskah
pidato kenegaraan serta pidato-pidato kepresidenan lainnya.

Fungsi analisis Kementerian Sekretariat Negara dalam penyelesaian
rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan
kementerian teknis jelas sangat strategis, selain memerlukan
wawasan yang luas serta keahlian yang mendalam dari setiap
pejabatnya, juga tidak jarang akan memakan waktu agar
rancangan peraturan perundang-undangan tersebut harmonis
dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun
horizontal serta sejalan dengan visi dan misi Presiden. Fungsi ini
semakin penting jika suatu rancangan peraturan perundang-



VMIENTERI SERRETARIS MEGARA
HEPLBLIR INDONESTA

- 18 -

undangan yvang diajukan oleh suatu Kementerian atau Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terasa demikian terpaku pada
visi dan kepentingan scktornya sendiri, Lebih dari itu, mungkin
suatu rancangan peraturan perundang-undangan vang diusulkan
suatu kementerian atau LPNK  kurang mempertimbangkan
kepentingan orang banyak dan bertentangan dengan UUD 1945,
Oleh karena itu Kementerian Sekretariat Negara memainkan peran
penting dan strategis scbagai filter terakhir dalam proses
penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah yvang akan
diputuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Komitmen Pimpinan yang Tinggi

Dalam  melaksanakan tugas dan  fungsi  Kementerian
Sekretariat Negara, Menteri Sekretaris Negara sebagai pimpinan
mempunyal komitmen yang tinggl untuk memberikan dukungan
teknis dan administrasi vyang terbaik kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.
Komitmen yvang tinggi tersebut menjadi motivasi vang kuat kepada
seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Sekretariat Negara dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada Presiden dan Wakil
Presiden. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sckretariat Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Peraturan
Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2012,

Selain itu, komitmen tinggl pimpinan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi utamanya pada aspck kelembagaan dapat dilihat dengan
telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015
tentang Kementerian Sckretariat Negara. Komitmen yang tinggi
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan
Kementerian Sckretariat Negara dapat melakukan perubahan
secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan vang baik, dengan
mencrapkan prinsip-prinsip good governarce,
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2. Kelemahan (Weaknesses)

.

Belum Optimalnya Sinergi Antar Satuan Organisasi/Kerja
di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Untuk mendorong terwujudnyva sinergi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi, bagian-bagian dari Kementerian Sekretanat Negara
harus memiliki kesamaan pemahaman tugas dan fungsi masing-
masing serta adanva standar kerja yang holistik atau melibatkan
seluruh bagian,

Pada saat ini, pembentukan Standard Operating Procedures (SOP)
dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi
kepada Presiden masih disusun secara sendiri-sendin. Schingga
terhadap pekerjaan wvang dikerjakan bersama-sama oleh bagian-
bagian dari Kementerian Sekretariat Negara masih dirasakan belum
optimal, khususnya dari sisi waktu penyelesaian dan efektivitas
prosedur.

Belum Optimalnya Budaya Kerja secara Paperless

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan  informasi dalam
melaksanakan tugas-tugas perkantoran (e-office dan e-government)
menuntut adanya perubahan budava kerja menjadi lebih paperiess,
yaitu mengutamakan penyampaian dan pertukaran informasi
secara elektronik atau tidak melalul dokumen cetak. Budaya kerja
secara paperless ini telah memiliki dasar hukum yang kuat yaita,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Adapun pada lingkup internal, administrasi
pengurusan surat dan memorandum masuk/keluar serta disposisi
secara elektronik juga telah memiliki perangkat peraturan yang
lengkap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri
Sekretaris Negara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementeran
Sckretariat Negara,

Meskipun perangkat peraturan dan Sistem Persuratan dan
Disposisi Elcktronik (SPDE) telah tersedia, budaya kerja paperiess
belum terinternalisasikan secara optimal di lingkungan aparatur
Kementerian Sckretariat Negara atau masih terdapat satuan
organisasi/kerja yang belum memanfaatkan SPDE (masih
melakukan pencatatan surat secara manual). Kelemahan lainnya
adalah pemanfaatan SPDE belum dapat menggantikan keberadaan
dokumen cetak, schingga tindak lanjut pekerjaan yang telah
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dikirim/didisposisikan secara elektronik, masih cenderung
menunggu diterimanya dokumen cetak terlebih dahulu.

3. Peluang (Opportunities)

a.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar atas sistem kerja
pemerintahan pada bidang organisasi, ketatalaksanaan, sumber
daya manusia, dan informasi teknologi. Reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah
dilaksanakan mulai tahun 2005, meliputi bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, dan sistem
informasi manajemen, telah ~memberikan manfaat dan
dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja
satuan organisasi/unit kerja.

Reformasi birokrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus
disempurnakan seiring dengan dinamika perubahan lingkungan.
Hal tersebut merupakan peluang bagi pegawai untuk terus
berupaya mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif
serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas, sehingga secara
bertahap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penguatan Peran Kementerian Sekretariat Negara dalam
Mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepresidenan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
Tahun 2015-2019, diamanatkan adanya strategi penguatan
Kementerian  Sekretariat Negara dalam rangka membuat
pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
(Agenda NAWA CITA ke-2).

Peluang yang sangat baik ini dapat berubah menjadi tantangan,
apabila Kementerian Sekretariat Negara tidak mampu menjawab
harapan dan kepercayaan yang telah diberikan dalam bentuk
peningkatan kualitas pelayanan yang prima.



4. Tantangan (Threats)

a. Tuntutan pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya terkait
dengan instansi lain

Mengingat peran dan posisinya yang sangat strategis, layanan-
layanan yang diberikan oleh Kementerian Sekretariat Negara
menyangkut kepentingan-kepentingan nasional. Sekecil apapun
kesalahan atau keterlambatan penyelesaian layanan Kementerian
Sekretariat Negara akan cepat diketahui oleh masyarakat. Terkait
dengan hal tersebut, terdapat tantangan dalam melaksanakan
pelayanan yang input-nya diterima dari instansi lain. Misalnya,
penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan,
administrasi pengangkatan/pemberhentian pejabat negara tertentu
dan kenaikan pangkat aparatur sipil negara, dan lain-lain.

Keterlambatan penyelesaian layanan-layanan tersebut di atas
dengan sebab input yang diberikan oleh instansi lain tidak
memadai, seringkali menempatkan Kementerian Sekretariat Negara
sebagai instansi yang “tertuduh” lamban dan tidak cakap dalam
melaksanakan tugasnya. Akibatnya, kinerja Kementerian
Sekretariat Negara dan kantor kepresidenan dianggap buruk.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Kementerian Sekretariat
Negara berupaya secara optimal menjalin kerja sama yang sinergis
dan harmonis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

b. Tuntutan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara
sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi
vang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi
tersebut merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara yang merupakan
kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Kementerian Sekretariat
Negara harus mendukung pembangunan dan pengembangan
sistem informasi dan dokumentasi yang berbasiskan teknologi
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informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik secara
baik sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Keterbukaan informasi publik ini dapat disalahgunakan oleh pihak-
pihak tertentu dalam rangka “mencari-can” kelemahan atau

kesalahan serta tujuan negatif lainnya vang melanggar ketentuan
perundang-undangan. Terhadap hal tersebut, Kementerian
Sekretariat  Negara harus meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, disertai dengan pembangunan dan pengembangan
sistern informasi dan dokumentasi yvang berbasiskan teknolog
informasi dan komunikasi yvang andal sehingga dapat diakses
dengan mudah oleh publik.



BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan tekms, admimstrasi
dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
menyelengearakan kekuasaan negara guna menyukseskan pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan visi Kementerian,

Visi Kementerian Sckretariat Negara adalah sebagan berikut:

“Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan
pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong™

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan
mempertimbangkan tugas dan fungs Presiden sebagai the single chief
of executive (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut
diarahkan untuk membawa Kementerian Sckretariat Negara menjadi
suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan [ungsinya
secara profesional, transparan, dan akuntabel serta dengan kualitas
pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

B. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan wvisi Kementerian Sekretariat Negara
ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

= T ]

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang
cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberilkan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang
optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;

3, Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam
menyelenggarakan kekuassan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara;

4. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang
pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan

8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasamana

Kementerian Sekretariat Hﬁ
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C. Tata Nilai Kementerian Sekretariat Negara

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-
nilai dalam kehidupan organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang
harus dianut dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1-

Andal mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam
Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan pelayanan yang
berkualitas dan tanpa kesalahan (zero mistake).

. Profesional mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat

memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya,
mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi,
serta menjunjung tinggi etika profesi.

Transparan mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.

Akuntabel mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Prima mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau sangat

baik dan memuaskan. Prima juga bermakna kesanggupan untuk
menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (zero mistake), aman dan
mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi
publik dengan kerahasiaan negara.

. Integritas mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan
kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Efektif mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang
dilakukan dapat berhasil guna.

Efisien mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan
tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan
biaya.
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D. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan wvisi dan melaksanakan misi Kementerian
Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah
dalam bentuk tujuan strategis.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi
pernvataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui
apa yvang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan
sumber dava dan kemampuan vang dimiliki,

Dengan mengpunakan potensi yang dimiliki untuk memaniaatkan
peluang vyang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi
ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang, mewaspadai dan mengatasi ancaman/tantangan serta
kelemahan untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka
ditetapkan tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara yaitu:

e e s,
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan
pemerintahan di bidang kesckretariatan negara yang berkualitas
kepada Presiden dan Wakil Presiden

Kementerian Sekretariat Negara menctapkan satu  tujuan  dengan
pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sama, baik jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, vaitu memberikan
dukungan vang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata
lain, Kementerian Sekretariat Negara harus selalu membenkan
dukungan administratif, teknis dan analisis yang berkualitas kepada
Presiden dan Wakil Presiden baik jangka pendek, jangka mencngah,
maupun jangka panjang. Pemberian dukungan teknis, analisis dan
administratil itu, antara lain, diwujudkan dengan memfasilitasi alur
informasi vang berkualitas, antara Presiden dengan para pemangku
kepentingan pembangunan.

Pengukuran keberhasilan pencapaian tuuan scbagaimana vang telah
ditetapkan, dapat diketahui melalui pencapaian indikator-indikator
tjuan berikut ini.

1. Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas
kepada Presiden dan Wakil Presiden,
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2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang
berkualitas kepada Presiden dan Walal Presiden.

Nilai tingkat pencapaian indikator-indikator tujuan tersebut didapatkan
melalui akumulasi capaian indikator-indikator sasaran strategis yang
memiliki keterkaitan dengan masing-masing indikator tujuan,

Adapun indikator tujuan berikut target yang ingin dicapai di tahun 2019
digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Indikator Tujuan Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015 s.d. 2019

Persentase hasil dukunpgan LO0%: 100P% 100% 10076 | 100%
teknis, administrasi, dan
analisis urusan
pemerintahan di bidang
kesekretanatan negara yang
berkualitas kepada Presiden
dan Wakil Presiden

2. | Persentase pelayanan 100% | 100% | 1008: | 100% | 100%
kerumahtanggaan dan
keprotokolan yang
berkualitas kepada Presiden
dan Wakil Presiden

E. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat
bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai
jangka waktu pelaksanaan. Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan
memperhatikan  indikator tujuan  yang telah ditetapkan, maka
Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis
sebagai penjabaran dari tujuan strategis vaitu:

1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan
tugas Presiden dan Wakil Presiden;

2, Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan
yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
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Pencapaian sasaran-sasaran strategis diukur melalui sepuluh Indikator
Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Pengelompokan
Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan
sasaran strategis dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 3.
Indikator Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015 s.d. 2019

100%

100%

1. Meningkatnya 1. Persentase analisis 100% | 100% | 100%

dukungan
teknis,
administrasi dan
analisis urusan
pemerintahan di
bidang
kesekretariatan
negara dalam
pelaksanaan
tugas Presiden
dan Wakil
Presiden

kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh
Wakil Presiden dalam
membantu Presiden

. Persentase hasil analisis

gugatan, dan prerogatif
serta naturalisasi yang
disetujui oleh Presiden

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase hasil analisis

rancangan peraturan
perundang-undangan
yang disetujui oleh
Presiden

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase dukungan

hubungan kelembagaan
dan kemasyarakatan
yang ditindaklanjuti
Presiden

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase pelayanan

administrasi Pejabat
Negara, Pejabat
Pemerintahan, TNI, dan
Polri yang disetujui oleh
Presiden

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase dukungan

administrasi
penganugerahan gelar,
tanda jasa, dan tanda
kehormatan yang
disetujui oleh Presiden

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase pengaduan

masyarakat kepada
Presiden dan /atau Wakil
Presiden yang
ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%
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8. Persentase kemanfaatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perjalanan dinas luar
negeri dan kerja sama
teknik luar negeri yang
diadministrasikan
Kementerian Sekretariat
Negara
2. Terjaminnya 1. Persentase kelancaran 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pemberian dukungan pemberian
layanan pelayanan
kerumahtangga- kerumahtanggaan
an dan kepada Presiden dan
keprotokolan Wakil Presiden
ﬁ“g ;’;;krgsﬁt;f 2. Persentase kelancaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dai Walkil dukungan pelayanan
Beisiden keprotokolan kepada
Presiden dan Wakil
5 Presiden serta
| pengamanan VVIP

Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis,
dan indikator sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU), dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan
Indikator Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015 s.d. 2019 mengacu pada
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015

Terwujudnya 1. Persentase 1. Meningkatnya 1. Persentase analisis

dukungan teknis,
administrasi, dan
analisis urusan
pemerintahan di
bidang
kesekretariatan
negara yang
berkualitas
kepada Presiden
dan Wakil
Presiden

hasil dukungan
teknis,
administrasi,
dan analisis
urusan
pemerintahan
di bidang
kesekretariatan
negara yang
berkualitas
kepada
Presiden dan
Wakil Presiden

dukungan teknis,
administrasi dan
analisis urusan
pemerintahan di
bidang
kesekretariatan
negara dalam
pelaksanaan tugas
Presiden dan
Wakil Presiden

kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh Wakil
Presiden dalam membantu
Presiden

. Persentase hasil analisis

gugatan, dan prerogatif
serta naturalisasi yang
disetujui oleh Presiden

. Persentase hasil analisis

rancangan peraturan

perundang-undangan
yang disetujui kepada
Presiden

. Persentase dukungan

hubungan kelembagaan
dan kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti Presiden
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| & Persentase pelayanan
administrasi Pejabat
MNegara, Pejabat
Pemerintahan, TNI, dan
Paolri vang disetujui oleh
Fresulen
| 6. Persentase dukungan
administrasi
penganugerahan gelar,
tanda jasa, dan tanda
kehormeatan yang disetajul
oleh Pregiden
7. Persentase pengaduan
masyarakat kepada
Presiden dan fatau Wakil
Presiden vang
ditindaklanjuti
8. Peraentase kemanfaatan

perjatanan dinas luar
negeri dan kerja sama
tebnik luar negerl yang
diadministrasikan
Kementerian Sekretariat
MNegara
2. Persentase 2. Terjaminnya 1. Persentase kelancaran

pelavanan pemberian layanan dukungan pemberian

kerumahtangea kerumahilanggaan pelavanan

an dan dan keprotokolan kerumahtangraan kepada

keprotokolan vang berlualitas Presiden dan Wak:l

yang kepada Presiden Pre=siden

berkuaalitas dan Walkil 2, Persentase kelancaran

kepaca Presiden dukungan pelayanan

Presiden dan keprotokolan kepada

Walil Presiden Presiden dan Walkil
Pressden serta
pengamanan VP




BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan amanat Presiden RI telah ditetapkan kerangka visi
pembangunan Indonesia 2014-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2015 dijabarkan dalam 7 misi
pembangunan sebagai berikut:

L

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ckonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan,;

.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berdasarkan negara hukum;

. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera;

. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, ditetapkan
9 agenda prioritas, yaitu:

1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
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4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum vang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di  pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan banglhit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ckonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9, Memperteguh  kebhinekaan dan memperkuat restorasi  sosial
Indonesia.

Kementerian  Sekretariat Negara ikut bertanggung jawab dalam
menyukseskan upaya-upaya pemerintah tersebut di atas, khususnya
dalam memberikan pelayanan dukungan teknis, administrasi dan
analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagan dan
perwujudan misi pembangunan nasional melalui terbangunnya tata
kelola pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa.

. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat
langkah-langkah berupa program-program indikatil yang memilik
dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka
memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. Meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan Kementerian  Sekretariat  Negara, mencakup
peningkatan:

a. Kualitas pelavanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil
Presiden

¢. Kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan
analisis perundang-undangan;

d. Kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa

dan tanda kehormatan;
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e. Kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat
pemerintahan, TNI, dan POLRI;

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat
negara tertentu

Meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam

pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup

peningkatan:

a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan
kebijakan dan analisis perundang-undangan;

b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan;

c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat;

Meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur

Arah kebijakan itu disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga
kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden RI yaitu:

i 7

Penguatan efektifitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan
untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa
presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;

. Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa

secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan
kebijakan dan mendapatkan input;

Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan
parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;

. Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan

eselon 1, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk
mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;

Pembentukan situation room kepresidenan yang terintegrasi dengan
sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh
tanah air;

Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas
pelaksanaan agenda pembangunan nasional;

. Penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk

meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan
nasional;

. Penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan

teknologi;
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9, Pelaksanaan forum diskusi sccara periodik dengan para akademisi
dan praktisi internasional untuk melakukan diskus: terbatas dengan
presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta
kementerian perencanaan pembangunan nasional,

Arah kebijakan yang disinkronisasikan dengan strategi tersebut di atas
dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan
oleh satuan organisasi dan unit kerja masing-masing. Program
merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
vang dilaksanakan oleh Kementerian Sckretariat Negara untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Guna menvukseskan Pemerintahan Kabinet Kerja masa bhakt
2014-2019, hingga tahun 2019, Kementenan Sekretariat Negara
melaksanakan 3 (bga) program, yaitu:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sekretariat Negara;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Sekretariat Negara; dan

3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada
Presiden dan Wakil Presiden.

Program (1) dan (2) adalah program generik dan program (3) adalah
program teknis. Program teknis merupakan program-program yang
menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat
|pelayanan eksternal) sedangkan program generik merupakan program-
program vang digunakan oleh organisasi Eselon 1A yang bersifat
pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau
administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Pada ketiga program itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yaitu:
Pertama, peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan
telknis dan administrasi kepada presiden utamanya penjadwalan dan
teknis acara kepresidenan, pengelolaan aset istana, layanan teknis
kenegaraan serta komunikasi publik presiden; Kedua, pemberian
dukungan substansi kepada presiden; Ketiga, peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, Keempat, peningkatan konsistensi
regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal, dan Kelima,
penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara yvang
dikelola Kementerian Sekretariat Negara.
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Sebagai wujud dari sinkronisasi penguatan lembaga kepresidenan,
segenap program dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara
diarahkan untuk:

a. menjadikan Kementerian Sekretariat Negara dapat berperan sebagai
fasilitator yang efektif dalam menjembatani komunikasi antar K/L
dan antara K/L dengan Presiden dan Wakil Presiden serta
komunikasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat.

b. Memfasilitasi kelanjutan reformasi birokrasi di lingkungan kantor
kepresidenan utamanya pada peningkatan kapasitas SDM aparatur,
peningkatan pengawasan internal serta perluasan pemanfaatan
teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya secara lebih
aman dan ter-enkripsi.

c. mendorong penguatan kelembagaan yang berkenaan dengan
pengaduan masyarakat, pelayanan keprotokolan dan administrasi
Presiden/Wakil Presiden, serta dukungan anggaran untuk belanja
taktis yang diperlukan Presiden/Wakil Presiden dalam melakukan
dialog langsung/blusukan. Dukungan-dukungan tersebut diharapkan
dapat dilakukan secara cepat, tepat dan aman. Pemberian dukungan
seperti itu juga dipadukan dengan pengelolaan keuangan negara yang
transparan dan akuntabel.

d. memastikan jalur komunikasi politik yang efektif utamanya dalam
pemberian informasi berkenaan dengan Kkegiatan Presiden/Wakil
Presiden kepada masyarakat luas serta dalam menindaklanjuti
aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat secara tepat
waktu, tepat prosedur dan tepat kualitas.

e. mendukung penyediaan konten yang tepat dan relevan pada setiap
komunikasi politik antara Presiden (dan Wakil Presiden) dengan para
tokoh politik dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

f. memfasilitasi penguatan infrastruktur jaringan teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat memasok beragam dinamika
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk
intensitas hubungan internasional dengan negara-negara sahabat
dan kondisi kontijensi.

g. memfasilitasi percepatan penyelesaian produk hukum dan
perundang-undangan serta pencegahan berbagai tumpang tindih dari
peraturan dan perundang-undangan.



=B

Pada ranah pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan
di Kementerian Sekretariat Negara selama tahun 2015-2019 didukung
oleh Sistem Informasi Manajemen Kepresidenan. Sistem itu terdiri dari
dua komponen yaitu: (1) Sistem Informasi Kebijakan Nasional: dan
(2) Sistem Informasi Manajemen Perundang-Undangan.

Kerangka Regulasi

Guna menyukseskan pelaksanaan program Kementerian Sekretariat
Negara Tahun 2015-2019 diperlukan beberapa produk regulasi yang
bersifat internal namun tidak menutup kemungkinan adanya regulasi
yang akan mengatur secara eksternal yang disusun secara insidental
dalam rangka mengatasi suatu permasalahan yang mungkin terjadi dan
dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misinya Presiden, antara
lain.

1. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar
Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

2. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standard
Operating Procedures Kementerian Sekretariat Negara;

3. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara;

4. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Kementerian Sekretariat Negara;

S. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran
007 (Kementerian Sekretariat Negara);

6. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan,
dan Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007
(Kementerian Sekretariat Negara);

7. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang
Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian Sekretariat
Negara;

8. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian
dengan Hak Pensiun Pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara;
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9. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk

Pelaksanaan Arsip Audio Visual Kementerian Sekretariat Negara;

10, Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden;

11. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Pola Karir
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretanat Negara;

2. Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penilaian
Kompetensi Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Selkretariat Negara; dan

13. Revisi Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penyelenggaraan
Diklat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara.

Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Sekretariat Negara
2015-2019 telah dilakukan penataan  kelembagaan  dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien
dan transparan, Setelah dilakukan penilaian melalui pemetaan ulang
fungsi dan struktur organisasi Kementerian Sckretariat Negara, telah
ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sekretariat Negara.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGEA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan tingkat
sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai melalui program dan kegiatan
Kementerian Sekretariat Negara dalam periode waktu Tahun 2015-2019,

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
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3. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada
Presiden dan Wakil Presiden
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B. Kerangka Pendanaan

Perencanaan kerangka pendanaan merupakan detail penjabaran strategi
pendanaan program dan kegiatan yvang disusun dalam perspektl jangka
menengah pada RPRIMN 2015-2019. Kebutuhan anggaran pada kerangka
pendanaan Kementerian Sekretariat Negara bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Sekretanat
Negara, tetapi juga meliputi beberapa Satker dan lembaga yang
anggarannya sccara admuinistratif dikeordinasikan oleh Kementerian
Sckretariat Negara. Kerangka pendanaan pada Bagian Anggaran 007
(Kementerian Sekretariat Negara] Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:



s B

Tabel 5.

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
Kementerian Sekretariat Negara

(dalam jutaan Rupiah)

007.01 | Dukungan Sekretariat 344.088,15 387.791,64 436.700,59 466.142,67 466.142,67 2.100.865,72
Manajemen dan | Negara
?Eia;‘:?r‘;ﬁi?s Sekretariat 355.241,76 | 803.746,00 | 860.947,00 [ 92120400 | 921.204,00 | 3.862.342,76
La'g Presiden (5
innya Saitle
Kementerian atker)
Sekretariat Sekretariat 41.203,03 41.365,19 43.433,12 47.776,44 47.776,44 221.554,22
Negara Walkil
Presiden
Sekretariat 7.630.48 7.774,89 8.552,37 9.407 61 9.407.61 42.781,96
Militer
Presiden
JUMLAH I 750.187,42 | 1.242.693,72 | 1.351.650,08 | 1.446.548,72 | 1.446.549,72 6.237.629,66
007,02 | Peningkatan Sekretariat 428.318,09 485,624,889 545,187,38 599.706,12 599.706,12 2.668.542 .60
Sarana dan Negara
i?;‘zrtﬁa Sekretariat 50.937,57 55.382,41 58.151,52 68.548,58 68.548,58 301.568,66
Kementerian E:::‘l:l
Sekretariat «n
Negara JUMLAH I | 479.255,65 | 551.007,30 | 603.338,90 | 668.254,70 | 668.254,70 | 2.970.111,26
007.06 | Penyelenggaraan | Sekretariat 39.678,98 14.072,31 15.501,96 17.048,62 17.048,62 103.350,49
Pelayanan Negara
Dukungan :
Kebijakan gekr_edtama: 133.947,94 - - - - 133.947 .94
Kepada Presiden Sretls: B
dan Wakil atken)
Presiden Sekretariat 78.125,40 82.031,72 86.133,40 101.671,66 101.671,66 44963384
Wakil
Presiden
Sekretariat 23.787,76 26.304,27 28.847,02 31.546,16 31.546,16 142.031,37
Militer
Presiden
JUMLAH 275.540,08 369.131,30 398.225,38 440.353,44 440.353,44 828,963,694
I
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Tabel 6.
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019

Lembaga Lain yang anggarannya dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

[dalam jutann Fupish)

OO .aL

Dhakib g
Manafmen
Han
Pelaksannan
Tugas
Teknis
Ladnmyn
Eemenienan
Splore ot

Hegan

Faskan

Fengamanarn
Presirden

S A0, O

449,033, 10

3,596 00

a9, 285,60

A% 2HG AL

254, 300,30

Dewran

Perttmbangan
Preaxien

41 000,00

5331527

63,154 .78

e LS

TA.608 87

M TRT, TS

Uit Kersa
Presiden
Bideng 3

&0.31 6,60

.00

(00

G0.9146,60

Lambapn
Peglind umgan
Snlkew dan
KT

145.004.00

G0 1%k,A0

L5 b, 1

R E-AR i LML

BRI B

Kz
IEukwm
Magional

TE.392.40

LU

o,

G

Piseni

152,721 .43

145,208,320

152280 By

16172050

161.720.50

TT4.752.2

Pemgeklaan
Fompkek
CiEE

Prasat B 00, 5] LK, 20 A3 OBAST 47 1 13.E80.04 11388004 Hdd.hal 2%

Progclalian
Komplek
Hemayoran

Struktur Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) terdiri
dari 7 unit organisasi dengan masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang
terdiri dari:

1. Sekretariat Negara, yang meliputi:
a. Satker Sekretariat Negara;
b. Satker Pusat Pengelolaan Komplek
Bung Karno;
¢. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;

Gelanggang Olahraga

2. Sekretariat Presiden, yang meliputi:
a. Satker Istana Kepresidenan Jakarta;
b. Satker Istana Kepresidenan Bogor;
c. Satker Istana Kepresidenan Cipanas;
d. Satker Istana Kepresidenan Yogvakarta;
e, Satker Istana Kepresidenan Tampaksiring-Bali;
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Sekretariat Wakil Presiden, yang meliputi Satker Sekretariat Wakil
Presiden;

Sekretariat Militer Presiden, yang meliputi Satker Sekretariat
Militer Presiden;

Pasukan Pengamanan Presiden, yang meliputi Satker Pasukan
Pengamanan Presiden;

Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi Satker Dewan
Pertimbangan Presiden;

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi Satker
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019
merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi semua satker
di Kementerian Sekretariat Nepgara dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi yang telah diamanatkan RPJMN 2015-2019,

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, yang
memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, fujuan dan sasaran
strategis, serta arah kebijakan dan strategi, yang dijabarkan melalii
program dan kegiatan, selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan
Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan,
dan Laporan Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Kementerian Sekretarial Negara.

Rencana Strategis Kementerian Sckretariat Negara perlu dipahami
seluruh jajaran Kementerion Sekretariat Negara agar dapat dilaksanakan
secara sungguh-sunpguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam visi dan misi dapat tercapai.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Sckretaris Kementerian Sekretariat Negara,

0O-fs

Taufik Sukasah
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PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TAHUN 2015-2019
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